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Abstrak

Penulisan skripsiini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi
pelaksanaan kebijakan Retribusi‘,Pelayanan Persampahan / Keébersihan. Judul
skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Persampahan’/ K ebersihan yang masih.belum mencapai target retribus yang telah
ditetapkan. “Penelitian ini menggunakan- model penelitian kualitatif. Lokas
penelitian di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Hasil penelitian adaliah
belum tepat kebijakan ini dikeluarkan dalam mengatas masalah peningkatan
Pendapatan Adli Daerah, salah satunya dengan mengeluarkan Perda Ne. 4 tahun
2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan belum efektif
kebijakan ini, dimana tujuan dari " dikeluarkan Perda ini adalah untuk
meningkatkan Pendapatan Adli Daerah|Kabupaten Melawi. Rekomendasi dalam
penelitian ini adalah Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan adanya perbaikan atau revisi,” dalam
pelaksanaan secara garis besar sudah sesual dengan prosedur, hanya sagja target
realisasi penerimaan retribusi ‘belum mencapal target dikarenakan kerterediaan
anggaran yang minim dan sarana prasarana yang belum memadai . Untuk itu kita
harapakan Pemerintah ‘Dagrah Kabupaten Melawi idapat meningkatkan sarana
prasarana dan, ketersediaan anggaran bagi Dinas Kebershan , Pemadam
K ebakaran dan Pertamanan yang memadai serta hubungan antara dinas terkait dan
masyarakat dapat ditingkatkan.

Kata-kataKunci : Kebijakan, Retribusi, Pelayanan, Pendapatan Asli Daerah
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Abstract

This essaywrite to produce a recomendation about policy for the implementation
of sanitation service. The title of this essay was taken base onjthe retribution of
santitation implementation problem that still * does not reach-the determined
tanget yet. This research used a qualitative model. It took place.in Nanga Pinch
b district;«Melawi regency. The result of this research proves that policy for
increasing regional advantages'is one~of*impricise option becausewith making
regional faw number 4 year 2005 still netseffective yet. The recomendation of this
research is regional law number 4 year 2005 about the retribution of sanitation
service need to be repaired. The implementation is quite good by using limited
medium and budget. But hopefullysthe government of Melawi regency can give
more medium and budget to all related stakehoders and build good relationship
among related stakeholders with the'society.around it.

Keywords : Policy, retribution, service, regional advantages.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Peraturan

Indonesia

Berdasarkan
Pemerintah  Republik
Nomor 66 tahun 2001 tentang
Retribus Daerah, Retribus daerah
yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagal
pembayaran atas jasa atau” pemberian
izin tertentu yang-khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh. Pemerintah
Daerah s untuk . Kepentingan orang
pribadi  atau = badan.
berlakunya. pungutan tersebut, maka

Dengan

ini akan dapat membantu dalam
proses pemenuhan pendapatan daerah
dengan pengoptimalan sumber -
sumber yang berpotensi untuk dapat

di dayagunakan.

Jadi begitu sangat pentingnya
retribusi dalam
meningkatkan ~ Pendapatan.  Adli
Daerah sebagai salah satu pendapatan
dalam pembangunan dain-pembiayaan

peningkatan

kabupaten melawi dalam kemandirian
daerah agar tidak selalu tergantung
kepadabantuan dari pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi. Salah satu
upaya yang dilakukan  badan

pemerintah  untuk  meningkatkan
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Pendapatan Asdli Daerah tersebut
adalah dengan lebih memanfaatkan
potensi daerah yang ada, salah satu
tersebut adalah
Pelayanan persampahan / kebersihan.

potensi retribusi
Oleh karena itu badan pemerintah
mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu
Peraturan Daerah No.4  tahun
2005tentang-.. Retribusi  Pelayanan

persampahan / kebersihan.

Berdasarkan penjélasan atas
Peraturan Daerah No.4 tahuny, 2005
tentang Retribusi Pelayananp
ersampahan / kebersihan., Tujuan di
keluarkannya peraturan daerah ini
adalah sebaga salah satu sumber
keuangan / PAD dalam rangka untuk
lebih memantapkan otonomi daerah,
pembiayaan pemerintah dan juntuk
menunjang pembangunan daerah.
dalam

retribus

Namun pelaksanaan

penerimaan pelayanan
persampahan / kebersihan dari tahun
ke tahun yang-belum efektif sehingga
tiddk mencapai target yang telah
ditentukan , maka  penulis

memberikan data, sebagai berikut :
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Tabe 1.1
Target Dan Realisas Retribus
PelayananPer sampahan /

K ebersihan
No Tahun Target Realisas | Pers
(Rp) i enta
(Rp) se
(%)
1 | Tahun 200.000. | 110.000. | 55%
Anggaran 000 000

2011

2 | Tahun 220.000. | 105.000. | 47,7

Anggaran 000 000 2%
2012

3 | Tahun 240.000,.+4 125.000. | 52,0

Anggaran 000 000 8.%
2013

Sumber : Dimas Kebers_i han; Pemadam
K ebakaran dan Pertamanan ( Tahun 2014 )

Berdasarkan  tabel  diatas
bahwa implementas Peraturan
Daerah No. 4 tahun 2005 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan belum efektif sehingga
target penerimaan retribusi  belum
mencapal target, masih menemui
berbaga permasalahan yang muncul,
dimana realisasi penerimaan retribusi
Pelayanan "Persampahan / Kebersihan
masih belum“dapat mencapai target
sebagaimana yang..diharapkan yaitu
75 % - 100%, padahal jumlah volume
sampah selalu meningkat . Pada tahun
anggaran 2011 target yang dapat
dipenuhi yaitu sebesar 55% dan untuk
pada tahun anggaran 2012 vyaitu
sebesar 47,72 % dan pada tahun 2013
mengalami kenaikan sebesar 4,36 %
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dari tahun 2012 menjadi 52,08 %. Itu
artinya pencapaian target pada tahun
tersebut
separuhnya sgja. Salah satu tujuan

hanya baru teredlisas
dari kebijakan mengenai Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan
ini adalah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah, bila melihat target
yang dicapai, itu artinya kontribus
retribus Pelayanan. Persampahan /
Kebershan pada pendapatan adli
daerah hanyalah separuhya Sgja yang
dapat terpenuhi, atau sekitar + 50%
sgja

Beranjak dari ha —.ha yang
dijabarkan oleh penulis , dapat
dipahami bahwa Peraturan Daerah
No. 4 tahun 2005 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan
di Kabupaten Melawi belum' efektif
dalam

semenjak dikeluarkannya Peraturan

implementasinya. i Karena
Daerah ini seharusnya penerimaan
Retribusi__Pelayanan Persampahan /
Kebersihan dapat mengalami
peningkatan dan memberikan
kontribus yang optimal terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Melawi guna menunjang

pembangunan dan aktivitas
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penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Melawi. Namun fenomena
ini yang terjadi justru bertolak
belakang.Hal ini dikarenakan ada
faktor -

mempengaruhinya. Untuk itu penulis

faktor yang

berupaya untuk mengetahui dan
menganalisis lebih lanjut mengapa
Peraturan Daerah No. 4~tahun 2005
tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan® / Kebershan di
Kabupaten Melawi belum efektif.
Sehingga Judul Penelitian ini adalah *
Implementasi. Peraturan Daerah No. 4
tahun 2005 Retribus
Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

tentang

2. Rumusan Per masalahan

Untuk dapat memudahkan
dadam, peneitian ini dan agar
penelitian ini memiliki arah yang jelas
ddam ‘merumuskan fakta dan
datanya, maka Penulissmerumuskan
masalah dalam. penelitian ini sebagal
berikut “Bagaimana.._efektifitas
Implementasi  Kebijakan Peraturan
Daerah No. 4 Tahun 2005 Tentang
Retribusi PelayananPersampahan /
Kebersihan di
Pemadam Kebakaran dan Pertamanan

Kabupaten Melawi ?

Dinas Kebersihan,
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3. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui efektifitas dari
Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005
tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebershan daam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Melawi.

1. Untuk
Kebijakan.

2. Untuk mengetahui"shubungan
aktor Pelaksana K ebijakan.

3. Untuk mengetahui pencapaian
Target Kebijakan.

4. Untuk
Lingkungan Kebijakan

mengetahui IS

mengetahui

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi Fakultas
Politik
Program

Imu Sosial dan Ilmu
UniversitasTanjungpura,

Studi [Imu._Pemerintahan, khususnya
bidang pelayanan publik serta dapat
memberikan kontribusi dan
memperkaya ragam penelitian bagi
para mahasiswa Fakultas IImu Sosia
dan Ilmu Politik Universitas Tanjung

pura khususnya Program Studi IImu
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Pemerintahan dan dapat juga menjadi
bahan refrensi bagi terciptanya suatu
karyailmiah.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dilakukan bagi
obyek yang diteliti adalah sebagai
input  bagi
Melawi

mengoptimalkan

pemerintah Kabupaten
Supaya dapat

pel aksanaan
retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan'sebagai salah satu sumber
Pendapatan Adli ‘Daerah Kabupaten
Melawi. Sebagai bahan bagi Dinas
Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan
Pertamanan dan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
serta Pemerintah Kabupaten Melawi
untuk saling kontrol sehingga tidak
terjadi penyimpangan dalam

pemungutan retribusi.

B. KERANGKA TEORI DAN
METODOL OGI

1. Kerangkateori

1.Implementasi Kebijakan Publik

(ddam Waluyo,

2007:42) mendefinisikan kebijakan

publik  sebagai

mempunyai

Anderson

tindakan  yang
tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
pelaku atau sekelompok pelaku guna
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memecahkan suatu masalah tertentu.
Kebijakan publik menurut Thomas
2011:2)
adalah apa pun pilihan pemerintah
untuk  melakukan  atau  tidak
melakukan. Kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan yang ditetapkan

Dye (dalam Subarsono,

oleh, pemerintah dengan tujuan
tertentu untuk, kepentingan seluruh
masyarakat. Sebagai contoh, salah
satu bentuk tindakan yang diambil
oleh pemerintah dalam hal Kebijakan
adalah™ dengan™, di

Peraturan  daerah
Pelayanan
Kebersihan, [di

keluarkannya Peraturan Daerah [ini

publik ini
keluarkannya
mengenai retribusi

Persampahan /

tentunya memiliki tujuan tertentu
yatu salah satunya sebagai sumber

pendapatan bagi daerah, ! yang
nantinya juga -pendapatan | tersebut
akan digunakan dalam proses
pembangunan dan proses
pembiayaan. Proses  selanjutnya
setelah  Peraturan  Daerah  ini
dikeluarkan adalah di

implementasikan sebagai upaya untuk
mencapa tujuan sebagaimana telah

ditetapkan sebelumnya.
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Implementasi kebijakan
publik menurut Mazmanian dan
Sabastier (dalam Waluyo, 2007:49)
adal ah :sesungguhnya berusaha untuk
memahami, apa yang sedang terjadi.
Sesudah suatu program diberlakukan
atau dirumuskan yakni peristiva —
peristiwa dan kegiatan — kegiatan
yang terjadi setelah proses
pengesahan kebijakan publik, baik itu
menyangkut-"usaha = usaha untuk
mengadmi nistrasikannya maupun
usaha — usaha untuk memberikan
dampak tertentu pada masyarakat

ataupun peristiwa— peristiwa.

2)..Model Implementasi K ebijakan
Publik

Model implementasi
kebijakan publik menurut Nugroho (
2003 : 179 ) . Pada prinsipnya ada
“empat tepat” yang perlu-—dipenuhi
dalam hal keefektivan'implementasi
kebijakan yakni_ Tepat Kebijakan,
Tepat Pelaksananya, Tepat Target;
Tepat Lingkungan.

1.Tepat Kebijakan
Tepat yang pertama adalah
Tepat K ebijakan.
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari

Pertama,
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sgauh mana kebijakan yang ada
telah bermuatan hal-hal yang
memang memecahkan masalah
yang hendak di pecahkan. Sis
kedua dari kebijakan adalah apakah
kebijakan tersebut sudah
dirumuskan sesuai dengan karakter
masalah yang hendak dipecahkan.
Sisi ketigasadalah apakah kebijakan
di sbuat oleh*. lembaga yang
mempunyai i kewenangan  (misi
kelembagaan) yang sesuai*.dengan
karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksananya

Aktor implementasi. kebijakan
tidaklah hanya pemerintah, ada tiga
lembaga yang dapat menjadi
pelaksana yaitu pemerintah, kerja
sama  antara  pemerintah -
masyarakat -/ swasta, atau
implementasi
diswastakan:

kebijakan  yang

3. Tepat T arget

Tepat ketiga adalah “Tepat

Target”.  Ketepatan  berkenaan
dengan tiga hal. Pertama, apakah
target yang di intervens sesua
dengan yang direncanakan, apakah

tideak ada tumpang tindih dengan

7
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intervenst  lainnya, atau tidak
bertentangan dengan intervens
kebijakan lain. Kedua, apakah

targetnya dalam kondis yang siap
untuk di intervensi atau kah tidak.
Kesigpan bukan sga daam arti
secara adami, namun juga apakah
kondis target ada dalam konflik
atau harmoni, dan gpakah kondisi
target dan kondisi mendukung_ atau
menolak. Ketiga apakah intervensi
implementasi . Kebijakan bersifat

baru atau memperbarui
Implementasi kebijakan
sebelumnya.

4, Tepat Lingkungan

Tepat keempat adalah “tepat
lingkungan”. Ada dua lingkungan
yang: paling menentukan yakni
Kebijakan  adalah
interaksi‘di antara lembaga perumus
kebijakan dan pelaksanal kebijakan
dengan lembag _aain yang terkait..
kedua adalah
lingkungan eksternal  kebijakan
yang disebut oleh calista sebagal

variable eksogen yang terdiri dari

Lingkungan

Lingkungan

publik opinionya itu perseps public
akan kebijakan dan implementas
kebijakan. .
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1.Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis
Deskriptif
menggunakan pendekatan Kualitatif

penelitian dengan
yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami
subjek penelitian. Tujuan pendlitian
infFsunutk mengetahui efektifitas dari
peraturan daerah no 4 tahun 2005
tentang retribusi pelayanan
persampahan i/ kebersihan dalam
peningkatan pendapatan adliv daerah
kabupaten melawi . Lokasi penelitian
adalah’ di Kebersihan,
Pemadam Kebakaran dan Pertamanan
dan Dinas Pendapatan ‘Pengelolaan

Keuangan Asset Daerah Kabupaten

Dinas

Melawi. Subjek penelitian yaitu
Kepala Dinas DKPKP, Kabid
Kebershan DKPKP, Bendahara

penerimaan  sekaligus kaordinator
penarik ..retribusi,
DPPKAD dan 3 orang masyarakat.

Dalam kegiatan penmgumpulan data

Kepala Dinas

menggunakan  teknik  observagi,
wawancara dan dokumentasi. Untuk
menguji keabsahan data
menggunakan  teknik  triangulasi
sumber.

8
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C.HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN
1.Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai
dari sgauh mana kebijakan yang ada
telah bermuatan hal-hal yang memang
memecahkan masalah yang hendak
dipecahkan.Dari hasil penelitian.yang
dilakukan penulis kebijakan retribusi
pelayanan persampahan / kebersihan
merupakan ssalah satu solusi guna
meningkatkan PAD. Ha tersebut
diperkuat dengan dikeluarkannya
Perda no..4 tahun 2005 tentang
retribus pelayanan persampahan /
kebersihan.
2. Tepat Pelaksananya

Tepat yang kedua adalah tepat
pelaksananya. Aktor implementasi
kebijakan tidaklah hanya pemerintah
yakni ada tiga yang dapat menjadi
pelaksana’. yaitu
masyarakat /. swasta atau ' kebijakan
yang diswastakan. Kebijakan ini

pemerintah -

bertujuan untuk mengarahkan
kegiatan masyarakat dan kebijakan
yang besifat memberdayakan
masyarakat serta memiliki tujuan
yang jelas. Aktor dalam implementasi
kebijakan adalah pemerintah yang

bekerjasama dengan masyarakat yang
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memliki tujuan untuk meningkatkan
PAD. Penulis menarik kesimpulan
dalam pelaksananya kebijakan ini
sudah tepat pelaksananya yaitu actor
adalah
menegel uarkan

utama pemerintah
kebijakan  guna
dalam

dengan

menggerakan
meningkatkan PAD

masyarakat

membayar retribusi pelayanan
persampahan / kebersihan atas jasa
yang telah diberikan padamasyarakat.
Hanya® sga dadam pelaksanaan
kebijakan ini belum™didukung “eleh
belum

memadal sehingga menyulitkan pihak

Sarana’  prasarana yang
pelaksana dalam pencapaian target
retribusi yang diinginkan.
3. Tepat Target

Ketepatan berkenaan tiga' hal,
pertama, apakah target yang di
intervenss  sesuai dengam  yang
tidek ada

tumpang: tindih dengan intervens

direncanakan, —apakah

lainnya atau tidak .ada bertentangan
dengan kebijakan lainnya. Dari hasil
anaisis berdasarkan yang penulis
dapat dilapangan tidak ada tumpang
tindih dengan intervensi yang lainnya

hanya sga pada dasarnya
pembentukan kebijakan ini memiliki

target guna meningkatkan retribusi

9
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tapi sarana prasarana masih belum
memadai. Kedua, apakah target dalam
kondis yang siap di intervensi atau
kah tidak.Ketiga apakah intervensi
implementasi kebijakan bersifat baru
atau memperbarui sebelumnya.Dari
hasil penelitian dilapangan dapat
dismpulkan bahwa permasalahan
utama yang menjadi penyebab tidak
efektinya

pelayanan persampahan / kebersihan

Penerimaan _ retribusi
idah masih terbatasnya anggaran
yang minim dan sarana prasarana
yang belum memadai, sehingga
berdampak pada pencapaian retribusi
yang belum optimal.

4.Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang
paling imenentukan yakni lingkungan
kebijakan dan
Lingkungan

public  opinion.
kebijakan adalah
interaksi di antara lembaga perumus
kebijakan dan“pelaksana kebijakan
dengan lembaga lain. Lembaga
perumus kebijakan adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Aset daerah serta pelaksana kebijakan
adalah Dinas Kebersihan, Pemadam
K ebakaran dan
Lingkungan yang kedua adalah public

Pertamanan.
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opinion yaitu persepsi public akan
kebijakan. Untuk
dampaknya pada masyarakat penulis
melakuikan

observasi.Secara garis besar informan

mengetahuli

wawancara dan

mengatakan kendala-kendala dalam
pelaksanaan implemntasi kebijakan
yaitu_berkaitan dengan ketersediaan
sarana prasaran penunjang kebersihan
seperti. TPS yangrusak dan belum
memadal sehingga masyarakat merasa
tidak  puas atas jpelayanam  yang
diberikan

ketersediaan anggaran~yang minim.

oleh pemerintah “dan

Jika tidak didukung dengan sarana
prasarana yang memadai dan
anggaran maka retribus pelayanan
persampahan / kebersihan tidak akan
berjalan dengan efektif sehingga
tidak! akan
mencapal target yang diinginkan.
D.KESIMPULAN, SARAN DAN
KETERBATASAN
PENELITIAN
1I-KESIMPULAN

A.Tepat Kebijakan

penerimaan  retribusi

Kebijakan tersebut bertolak
belakang dengan keinginan Peraturan
Dagrah No 4 Tahun 2005 yang
menginginkan adanya penambahan

10
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pada dari retribus  Pelayanan
persampahan / kebersihan. Kebijakan
tersebut sudah dirumuskan sesual
dengan karakter masalah yang hendak
dipecahkan. Adanya Perda No 4
Tahun 2005 telah menjadi  bukti
perumusan  permasalahan  yang
menjadi solus guna memecahkan
masalah. Perda No : 4.-Tahun 2005
tentang Retribusi-Pelayanan Sampah
dan Kebershan dikeluarkan oleh
Pemerintah  Kabupaten  Melawi
sebagal pemegang wewenang yang
sumber

menginginkan adanya

tambahan “dari PAD Kabupaten
Melawi.

B.Tepat Pelaksananya

dalam

pelaksanaannya, kebijakan ini sudah

Kesimpulan

tepat pelaksanannya yaitu pemerintah
sebagal aktor
mengeluarkan

utama yang
kebijakan guna
menggerakkan masyarakat | dalam
melalui
retribuss sampah. Dengan adanya
kebijakan

pemerintah

meningkatkan _retribusi

retribusi sampah,
memberikan jasa
pelayanan kebersihan dengan harapan
masyarakat dapat memberikan
retribuss  yang bertujuan  untuk

meningkatkan PAD. Hanya sga,
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dalam pelaksanaannya, kebijakan ini
masih belum didukung oleh sarana
dan prasarana yang optimal sehingga
pihak menyulitkan pihak pelaksana
untuk mencapal  tujuan  yang

diinginkan.

C.Tepat Target
Tepat target berkenaan
dengan apakah-target sesuai dengan
yang direncanakan dimana Perda No
4 Tahun 2005 tentangs. retribus
pelayanan persampahan / kebersihan
dapat meningkatkan Pendapatan Adli
Daerah (PAD) namun_, kenyataan
belum

direncanakan, di mana

mencapa  target yang
target
penerimaan dan realisas tidak sesuai
dengan yang direncanakan belum
mencapai target. Dalam pelaksanaan
Perda ini memiliki kendalakendaa
yang —menyebabkan peraturan ini
tidak efektif;
penerimaan retribusi belum optimal

menj adi sehingga
sehingga._tidak="mencapai target.Hal
ini dikarenakan sarana prasarana belu
memadal serta kondisi anggaran yang
dimiliki Dinas DKPKP yang sangat
minim. Untuk itu Kkita hargpkan
kepada Pemda Meawi  dapat

meningkatkan sarana prasarana serta
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kondis keuangan DKPKP serta
merevisi Perda ini agar menjadi lebih
baik sehingga target retribusi sesuai
dengan yang diinginkan.

D.Tepat Lingkungan
Penulis
bahwa ada hubungan  antara
DPPKAD dan DKPKP yang imana
DPPKAD mengeluarkan™ kebijakan
retribusi guna

menyimpulakn

pengoptimalkan
potensi-potensi PAD, yang ada di
Melawi s dengan adanya kebijakan
retribusi.Salah satunya adalah
Retribusi pelayanan persampahan /
kebersihan “yang dilaksanakan 'oleh
DKPKP. Lingkungan yang kedua
adalah publik opinion yaitupersepsi
public akanlmplementasi kebijakan
retribus pelayanan persampahan '/
kebershan. Publik opinion  atau
perseps public mengatakan bahwa
factor utama yang mengakibatkan
rendahnya retribusi sampah, adalah
akibat dari lemahnya sarana dan
prasarana kebersihan.
2. Saran
A. Tepat Kebijakan

Kebijakan sebenarnya sudah
tepat, hanya sga belum didukung
belum

memadal guna meningkatkan sarana

dengan anggaran yang
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prasarana. Maka dari itu untuk
mendukung kebijakan, maka harus
ada perencanaan keuangan yang
matang, sehingga dapat memnuhi
kebutuhan akan sarana dan prasarana
kebershan serta perda ini perlu
perbaikan atau revis perda demi
perbaikan yang lebih baik , sehingga
potensi Pendapatan Asli Daerah dapat
ditingkatkan  khtisusnya Retribusi
Pelayanan Perisampahan'/ K ebersihan
di Kabupaten Melawi.
B. Tepat Pelaksananya

Secara garis besar
Pelaksananya sudah sesual prosedur,
hanya sgja kembali berkaitan dengan
ketersedian anggaran guna
melengkapi sarana dan prasarana,
maka dari itu guna memperlancar
pelaksananya kebijakan harus di
dukung dengan- ketersediaan sarana
prasarana, —yang harus. dipenuhi
melalui jpenganggaran; yang harus
disesuaikan dengan keéuangan daerah.
Selain itu, dalam suatu kebijakan
publik, aktor yang terlibat bukan
hanya dari pemerintahan sgja tetapi
juga dari swasta dan masyarakat, oleh
karena itu koordinasi sangatlah

diperlukan.
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C. Tepat Target

Daam pelaksanaannya masih
belum sesuai dengan target yang di
tentukan oleh pemerintah daerah,
maka dari itu DKPKP harus memiliki

strategi  guna untuk  mengatas
keterbatasan yang ada.  Dapat
mel akukan strategi dengan
mengadakan  pendekatan  kepada
masyarakat guma  meningkatkan
kesadaran masyarakat  akan

kebersihan, dan.dengan memperbaiki
kekuragan sarana dan prasarana
D. Tepat Lingkungan

Sosidisas kepada masyarakat
akan pentingnya kebersihan
ditingkatkan oleh dinas kebersihan,
Pemadam kebkaran serta koordinas
antara pihak perumus kebijakan yakni
Dinas | Pendapatan , Pengelolaan
Keuanganj Aset - daerah guna
Peningkatan porsi anggaran: dalam
pemenuhan
kebersihan

Sarana prasarana

3.Keterbatasan Penelitian

Di daam penditian ini,
penulis menyadari mash terdapat
kekurangan di dalam anaisis data

yang diperoleh. Keterbatasan
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penelitian yang dirasakan oleh penulis
yaitu sulitnya memperoleh data yang
berkaitan dengan masalah keuangan
masih belum sepenuhnya bersifat
terbuka, sehingga penulis harus
melakukan pendekatan intensif agar
dapat memperoleh data yang
berkaitan dengan data retribusi daerah
khususnya ‘data penerimaan retribusi
pelayanan persampahan / kebersihan
d Dinas Kebersihan;, Pemadam
K ebakaran dan Pertamanan dan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah KabupateniMelawi.
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